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PERATI'RAN BUPATI LIMA PI'LI'H KOTA
NOMOR zg TAHUN 2010

TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABI.JPATEN LIMA PULUH KOTA
DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA

a. bahwa dalam upaya peningkatan pengabdian, kinerja dan motivasi kerja Pegawai

Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam

melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kepegawaian

serta Kemasyarakatan, perlu diatur dengan paraturan Disiplin Pegawai Negcri
Sipil;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 2l Tahun 2010 tentang Ketentuan Pehksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegarvai i"-ege ri

Sipil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada hurufa dan l.rurui b,

perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembarar Negara Tahun

1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegarvaian

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, 'I'ambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan

Penrndang-undangan (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44i7).

sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor i2
tahun 200E tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3E Tahun 2007 tentang Pembagian Urusatr

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemeriniah Daerah Propinsi dan Pemerintatt

daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan

Lembaran Negara nontor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara nomor

47 4t);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan

Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Kepala Badan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun

2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegarvai Negeri Sipil ;
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan Tata Ke{a Seketadat Daerah dan Sekretariat Dewan Penvakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Talrun 2008 Nomor 5);

1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 200E 't entang

Pembentukan Organisasi dan Tara Kerja Dinas Daerah (l,embaran Daerah Tahun

2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 tahun 200E Tentang

Pernbentukan Organisasi dan Tata Kerja lospektorat, BAPPEDA dan l-enrt:aqa

Tekhnis Lainnya (Lcmbaran Daerah Tahun 2008 Nornor 7)l
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lenrbaran

Daerah 'fahun 2008 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 tahun 2008 Tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun

2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LIMA PI,LUH KOTA TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGTJRI

SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

[)alam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota ini yar,g dimaksud dengan:

I . Daerah adalah Daerah kabupaten l,ima Puluh Kotq
2. Pemerintalr Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota;
,1. Pejabat Pembina Kepegarvaian Daerah adalah Bupati Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud clalar:r

peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan. darr

pemberhentian PNS;

5. Disiplin Pegawai Negen Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajibair
dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan

kedinasan vang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Daerah Kabupaten Lima Pr.Liuir

Kota dan PNS Pusat yang diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau pcrbuatan PNS yang tidak menaati ke\\'ajiban

danlatau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar
jam kerja;

8. Hukuman disiplin adulah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin

PNS;

9. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap

hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding adminisratif;
10. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap

hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat

yang berwenang menghukum;

11. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat diternpuh oleh PNS yang tidak puas

terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengal hormat tidak atas permintaan sendiri atau

pemberhentian tidak dcngan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pcjabat yang bcrwenang

menghukunr, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;

12. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman

disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;

13. Atasan Pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang bsrwenang

menghukum.

Pasal 2
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I(etentuan Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi;

l. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan

2. Pegawai Tidak Tetap (PT'D yang ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.



BAB II
KEWAJIBA}I DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Setiap PNS wajib:
l. mengucapkan sumpah/janj i PNS;

2. mengucapkan sumpal/janji jabataa;

3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesit
Tahun i945, Negara Kesatuan Republik lndonesi4 dan Pemerintah;

4. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakair kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,

dan tanggung jawab;

6. menjunjung tinggi kehormatan negar4 Pemerintah, dan martabat PNS;
7. mengutamakan kepentingafl negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan:

8. nemegang rahasiajabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah hams dirahasiakan:

9. bekerja denganjujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara:

10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayaken

atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
I [. masuk kerja dan menaati ketentuanjam kerja;
l2. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

13. rnenggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;

I 4. nremberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

15. membirnbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan

17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 4

:ietiap PNS dilarang:
l. menyalahgunak-anwewenang;

2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dar/atau orang lain dengan menggunakan

kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau

organisasi intemasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;

5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyervakan, atau meminjamkan barang-barang baik

bergerak atau tidak bergerak" dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam

maupun di luar lingkungan ke{anya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak

lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak

langsur.g dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatsn;

E. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabauur

dar/atau pekerj aannya;

9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau

mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Dewan

Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah dengan cara:

a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dat/atau

d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan faliilitas negara;

3

)

Pasal 3

)



13. rnemberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasaogan

calon selama masa kampanye; dan/atau

b. rnengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi penenuan.
ajakan, himbauan, seru&n, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjarrla.
anggota keluarga, dan masyarakat;

14. memberikan dukungan kepada calon anggota Deu,an Perwakilan Daerah atau calon Kcpala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kanu
Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daeralq dengan cara:

a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah,/Wakil Kepala Daerah;

b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiaun kampanye;

c. membuat keputusan danlatau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasanqan

calon selarna masa kampanye; dan/atau

d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang

menjadi pesena pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi penemuan,

ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,

anggota keluarga, dan masyarakat.

BAB III
HUKUMAN DISIPLIN

Bagien Kesatu
Umum

Pasal 5

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagairnana dimaksird dalam Pasal 3 dar/atau Pasal 4 di.iatuhi hukuman

disiolin

Pasal 6

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang

melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 7

( 1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

a. hukuman disiplin ringan;

b. hukuman disiplin sedang; dan

c. hukuman disiplin berat.

(2) Jenis hukuman disiplin ;ingan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri dari:

a- leguran lisan;

b. tegtran tertulis; dan

c. pemyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu) tahun;

b. penundaan kenaikan pangkat selama I (satu) tahun; dan

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama I (satu) tahun.

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) huruf c terdiri dari:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b. pemindahan dalam rangka penurunan j abatan setingkat lebih rendah;

c. pembebasan dari jabatan;

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
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Bagian Ketiga
Pelanggaran dan Jenis Hukuman

Paragraf I

Pelanggaran Terhadap Kewaj iban

Pasal 8

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap

kervaj iban:

l. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatifpada unit kerja;
2. menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila

pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

3. melaksanakan ogas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,

dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak

negatif pada unit kerjq
4. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatifpada unit kerj4
5. mengutamakan kepentingan negara daripada kepenthgan sendid, seseorang, dan/atau golongan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 angkaT, ape.bila pelanggaran berdampak negatif pada unit ke{a;
6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatifpada unit kerjq
7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatifpada unit kerjq
8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau

merugikan tiegara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatifpada unit keda;
9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka I I berupa:

a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai

dengan l0 (sepuluh) hari kerja; dan

c. pemyataan tidak puas s€cara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama

I I (sebelas) sampai deng-an l5 (lima belas) hari kerja;
10. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal -.t angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja:
I I . memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka

14, sesuai dengan ketentuan peraturan i
12. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15.

apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak scngaja;
13. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja; dan

l4. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatifpada unit kerja.

)

Pasal 9

I{rrkuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran

terhadap kewaj iban:

L mengucapkan surnpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka l, apabila pelanggaran

dilakukan tanpa alasan yang sah;

2. mengucapkan sumpab/janji jabatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 angla 2, apabila pelanggaran

dilakukan tanpa alasan yang sah;

3. setia dan taat sepeuuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia

Tahun 1945, Negara Kesatuan Repubtik lndonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal i
angka 3, apabila pelanggaran berdampak negative bagi instansi yang bersangkutan;

4. menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila

pelanggarao berdampa.k negatif bagi instansi yang bersangkutan;

5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan

tatrggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif

tngi instansi yang bersaogkutan;
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6. menjunjung tinggi kehormatan negar4 pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatifbagi instansi yang bersangkutan;

7. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang

bersangkutan;

8- memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila petanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan;

9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara sebagaimana .iimaksud

dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatifbagi instansi yang bersangkutan;

10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau

merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanarL keuangaq dan materiil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak neSatif pada instansi yang

bersangkutan;

I I . masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 3 angka I I berupa:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu) ahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan

yang sah selama l6 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerjq
b. penundaan kenaikan pangkat selama I (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk keda tanpa alasan

yang sah selama 2l (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama I (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja

tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tig puluh) hari kerja;
12. mencapai sasaran ke{a pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabilrr

pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25o/o (dua puluh lima persen) sampai dengan

50% (lima puluh persen);

13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana

dirnaksud d:llam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang

bersangkutan;

14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka

14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebag3imana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15,

apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;

16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja; dan

I 7. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalanl

Pasal 3 angka I 7. apabila pelanggaran berdampak negatifpada instansi yang bersangkutan.

Pasal I0

)
liukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 aydt (4) dijaruhkan bagi pelanggaran terhadap

kcwajiban:

l. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik tndonesi4 dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

2. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4.

apabila pelatggaran berdampak negative pada pemerintah dan/atau negara;

i. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dart

tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada pemerintah darvatau negara;

4. menjunjung tinggi kehormatan negar4 pemerintah. dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

5. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseoran g, dan/atau golongan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 anglaT, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah

dan/atau negara;

6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dar/atau

negara;

7. bekeqa dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kcpentingan Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pa& pemcrintah dan/atau negara;

6



8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau
rnerugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau
negara;

9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 I berupa:

ir. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja
tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki
jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alas an Srang sah selama 36
(tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerjq

c. pembebasan darijabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang

tidak masuk kerja tanpa alas an yang sah selama 4l (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat

puluh lima) hari kerja; dan

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak deng:rn hormat

sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk keqja tanpa 
^lasan'Jang 

sah selama 46 (empat puluh enam)

hari kerja atau lebih;

I 0. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila

pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);

ll. rnenggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-haiknya sebagainrana

dirnaksud dalam Pasal 3 angka 13. apabila pelanggaran ber&mpak negatif pada pemerintah danlatau

negara;

i2. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 anglta

14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

I l. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalanr

Pasal 3 angkz: 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara-

Paragraf 2

Pelanggaran'I'erhadap Larangan

Pasal ll

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran

terhadap larangan:

l. memiliki, menjual, rnembeli, menggadaikan, menyewakan. atau meminjamkan barang-barang baik

bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negarq secara tidak sah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerjq

2. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawag bawahan, atau orang lain di dalam maupun di
luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungaa pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara

langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada unit kerj4

3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angkir 9.

apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;

4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau

mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka l0,sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan:

dan

5. menghalangi berjalannya tugas kedinasarL sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 anglo 11, apabila

pelanggaran berdampak negatif pada unit ke{a.

Par,al 12

l{ukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayar (3) dijatuhkan bagi pelanggaran

terhadap larangan:

memitiki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamk6n barang'barang baik

bergerak atau tidak bergeral<, dokumen atau surat berharga milik negara secars tidak sah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang

bersangkutan;
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Pasal 13

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap

larangan:

I . menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka l;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dar/atau orang lain dengan menggunakan

kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2;

3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dar/atau lembaga atau organisasi

intemasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3;

4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 angka 4;

5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminiamkan barang-barang baik
bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana

dirnaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau

negara;

6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawa! bawahan, atau orang lain di dalam maupun di

luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kcuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yalg secara

langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila
pelanggaran berdampok negatif pada pemerintah dar/atau negara;

7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak

langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal .l

angka 7;

8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan

dar/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8;

9. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi aueu

mempenulit salah satu pihak yang dilalani schinggg mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
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2. rnelakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di
luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara

langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6. apabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

3. benindak sewenang-wenang terhadap bawahannya sebagaimana dimakud dalam Pasal 4 angka 9-

apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;

4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi arau

mempersulit salah sahr pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila
pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;

6. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Prcsiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana

kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau aaibut PNS, sebagai

peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka I2 huruf
a, huruf b, dan huruf c;

7. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang

mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selamE

dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang

kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 angka l3 huruf b;

8. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah./Wakil

Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau

Surat Kaerangan Tanda Peflduduk ltsuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimatisud dalam

Pasal 4 angka 14; dan

9. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerair/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam

kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan

kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu

sebelum, selamq dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau

pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d.
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l0. menghalangi be{alannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka ll, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

11. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Penvakilan Rakyat. Dewan
Perwakilan l)aerah, atau Dervan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye
dengan menggunakan fasilitas negarq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka l2 hurufd;

12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan darr/atau

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangar calon selama masa kampanye

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf a; dan

13. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan
fa-silitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka l5 huruf b dan hurufc.

Pasal 14

Pelanggaran terhadap kervajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalanr

Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka I i, dan Pasal l0 angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun

berjalan.

Bagian Keempat
Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 15

( i ) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS Daerah yang menduduki jabatan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Koa di lingkunganny4 untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (a) huruf a
2. fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagairnana

dimaksud dalam Pasal 7 ayx (2), ayat (3), dan ayat (4);
3. fungsional umum golongan ruang lV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman disiplin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal T ayat. (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huntf e:

4. struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya. untuk
jenis hukunran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal T ayatQ), ayat (3), dan ayat (4)i

5. fungsional umum gclongan ruang Ma sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya,

untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud Calam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a.

hurufd, dan huruf e;

6. struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di
lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan

ayat (4): dan

7. fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (+) hurufa, humf d, dan hurufe:

b. PNS 1'ang dipekerjakan di lingkungannya yang mendudukijabatan

l. Sekretaris Daerah, untukjenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

2. fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf c;

3. fungsiona! umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan

4. strultural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyeiia ke bawal, untuk

jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayal (2) dan ayat (4) huruf b dan

hurufc;

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki j abatan :

l. Seketaris Daerah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),

a:.,at (3), dan ayat (4) hurufa;
2. fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman disiplin scbogaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan hurufc;
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3. fungsional umum golongan ruang [V/a sampai dengan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal T ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) hurufa;
4. struldural eselon I1 dan fungsional tertentu jenjang Madya, untuk jenis hukuman disiplin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) hurufa, huruf b, dan huruf c:

5. struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, hurufb,
dan huruf c; dan

6. fungsional umum golongan ruang IIyc dan golongan ruang IIV( untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (3) dan ayat (4) huruf a;

d. PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan:

1. stmktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah untuk jenis

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan al at (4) huruf q huruf d, dan

huruf e; dan

2. fungsional umum golongan ruang Me ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, hunrfd, dan huruf e;

e. PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan sructural eselon lI ke

bawah dan jabatan fi.rngsional tertentu jenjang Utama ke bawah serta jabatan fungsional umum

golongan IV/e ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (.1)

huruf d dan huruf e;

f. PNS yang dipeke{akan atau diperbantukan pada Perwakilan Reprrbtik Indonesia di luar negeri. untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, hurul d.

dan hurufe: dan

g. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan intemasional, atau tugas di
luar negeri, untukjenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan

ayat (4) huruf a, humfd, dan hurufe.

(2) Sekretaris Daerah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang mendudukijabatan:

l. stnrktural eselon II di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalarn

Pasal 7 ayat (2);

2. struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum iiz'r
golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan

3. struktural eselon IV, fungsional tertentu.ienjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional
umum golongan ruang IUc sampai dengan golongan ruang IlVb di lingkungannya, untuk jenis

luktman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) hurufa dan hurufb.
rl ' ,iu. t. ..

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural

eselon [I], jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umunr

golongan ruang IIVc dan golongan ruang IIVd, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal ? ayat (2); dan

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon [V, jabatan

fungsional tertentu jenjang Pefiama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan

ruang IVc sampai dengan golongan ruang IIIlb, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (3) hurufa dan hurufb.

I

i (3) Pejabat stn:ktural eselon II menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang mendudukijabatan:

l. struktural eselon III, firngsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum

golongan ruang IIVc dan golongan ruang lIVd di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin

sebagaimana dimaksud datam Pasal 7 ayat (2); dan

2. stmktural eselon [V, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan' dan fungsional

umurn golongan ruang IVc sampai dengan golongan ruang IIVb di lingkungannya, untuk jenis

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan hurufb;
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b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang meaduduki jabatan struktural
eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang lIUc dan golongan ruang IIUd, untuk jenis hukunran disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan srukoral eselon IV, jabatan

fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana l,anjutan, dan jabatan fungsional umum golongan

ruang IUc sampai dengan golongan ruang IIVb, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (3) hurufa dan humfb.

(4) Pejabat struktural eselon III menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi :

a- PNS yang mendudukijabatan:

l. struklural eselon [V, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional

urrum golongan ruang Iyc sampai dengan golongan ruang IIVb di lingkungannyq untuk ienis

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan

2. struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemul4 dan fungsional

urnum golongan ruang IUa dan golongan ruang [Ub di lingkungannya, untuk jenis hukuman

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan hurufb.

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural

eselon [V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan

fungsional umum golongan ruang IVc sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan

fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemul4 dan jabatan fungsional umum golongan

mang ll./a dan golongan ruang IVb, untukjenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 ayat (3) hurufa dan hurufb.

(5 ) Pejabat shuktural eselon lV menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang menduduki jabatan :

l. struktural eselou V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemul4 dan frrngsional

umum golongan ruang IVa dan golongan ruang lyb di lingkungannya, rmtuk jenis hukuman

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan

2. fungsional umum golongan ruang Va sampai dengan golongan ruang I/d, untuk hukuman disiPlin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) hurufa dan hurufb.

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural

eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional urnum

golongan ruang IVa dan golongan ruang IVb, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud

ddlam Pasal 7 ayat (2); da.rt

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan

ruang Va sampai dengan golongan mang Vd, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan hurufb.

(5) Pejabat struktural eselon V menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang Va sampai dengan golongan ruang

I/d di lingkunganny4 untuk jenis hukuman disiplin seb,gairnana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (?)l

dan

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungarnya yang menduduki jabatan fungsional

umum golongan ruang Va sampai dengan golongan ruang U4 untuk jenis hukuman disiplin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

C

8p
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(7) Kepala'lK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA,/SMALB, SMK menctapkan penjatuhan hukurnan dir;iplin
bagi

a. PNS tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungannya untuk jenis hukurnan disiplin
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2); dan

b. PNS tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dipeke{akan atau diperbantukan di
lingkungannya untukjenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayal (2).

Pasal 16

( l) I'ejabat 1'ang berwenang menghukum wajib rnenjanrhkan hukuman disiplin kepada PNS yang ntelakul(iu
pelanggaran disiplin.

(2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak ,nenjatuhkan

hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman

Cisiplin oleh atasannya ;
(3) I{ukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang

seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;
(4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang

rnelakukan peianggaran disiplin.

Pasal 17

Apabila tidak terdapat pejabat yang krwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhlcur hukuman

disiplin menjadi kervenangan pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

(l) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipang6lil secara tertulis oleh atasan langsung untuk

dilakukan perneriksaan;

(2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;

(3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan
pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan

diperiksa pada pemanggilan pertama;
(4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PI\ S yang bersangkutan tidak

hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat

bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 19

(l) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS

yang diduga melakirkan pelanggaran disiplin;
(2) Perneriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan

dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
(3) Apabila rnenurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan ulrtuk menjatuhkan

hukuman disiplin kepada PNS tersebut menrpakan kewenangan:

a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatulrkan hukuman

disipliu
b. pejabar yang lebih tinggi rnaka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai

berita acara pemeriksaar.

Pasal 20

(l) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya s€bageimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksag

t2

Pasal l8

I



(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan. dan
unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;

(l) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau
pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 2l

(l) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan

kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berag dapat dibebaskan sementara dari tugas
jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa;

(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berlaku sampai

dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin;
(3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tetap

diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara

darijabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal23

(l) Berito acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) harus ditandatangani oleh
pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiks4

(2) Dalom hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (l), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk

menjatlhkan hukuman disiplin;
(3) PNS yang diperiksa berhak nrendapat foto kopi berita acara pemeriksaar sebagaimana dimaksud pada

ayat (l).

Pasal 24

(l) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 pejabat yang

berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin;
(2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran

disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan;

Pasal 25

( I ) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan temyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnl a

hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran

yang dilakukan;

,(2) PNS yang penrah dijatuhi hukumad disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya

sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang

pemah dijatuhkan;
(3) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin;
(4) Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di tingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin

, yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan

hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara

Pemeriksaan 
Pasar 26

( t ) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukunr.

(2) Keputusax sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan secafa tertutuP oleh pejabat yang

berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan sena

tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
(3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat

l4 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
(4) Dalem hal PNS yang dijaohi tiukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman

disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.
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Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat

meminta keterangan dari orang lain.

Pasal22

I



Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:
a. Presiden untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal t ayar. (4) huruf b, huruf c,

huruf d dan huruf e;

b. Pejabat Pembina Kepegawaial untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) hurufa, hurufb, dan huruf c; dan

c. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2), \

tidak dapat diajukan upaya administratif.

Pasal 29

(l) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yaitu jenis

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) hurufa dan hurufb yang dijatuhkan oleh
Seketaris Daerah,/Pejabat stnrktural eselon II ke bawahy'Pejabat yang setara ke barvah;

(2) Hul'uman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan hurufe.

Pasal 30

( l) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (l), rliajukan secara tertulis kepada atasan pejabnr

yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada

pejabat yang berwenang menghukum;
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pads, ay^t (l) diajukan dalam jangka waku 14 (empat belas) hari,

terhitung rnulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.

Pasal 3l

( I ) Pejabat yang benvenang menghukum sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 30 ayat ( l), harus memberikan
tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan;

(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan secara tenulis kepada atasan Pejabat yang

benvenang menghukum, dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung rnulai tanggal yang

bersangkutan menerima tembusan surat keberatan;
('3) Atasan pejabat yang berwenang menghrrkum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan

oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka wakti 2l (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal

yang bersangkutan menerima surat keberatan;

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat yang berwenang menghukum

tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan pejabat ,vang berwenang menghukum

mengambil keputusan berdasarkan data yang ada;

(5) Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari pejabat

yang berwenang menghukum, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, danlat8u pihak lain yang dianggap

perlu;

Pasal 32

(l) Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memPeringan, memPerberat, atau

membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejebat yang berwenang menghukum;

(2) Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat

( I ) ditetapkan dengan keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum;

t4
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BAB TV

UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal2T

Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif.

Pasal 28



(3) Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat
final dan mengikat;

(4) Apabila dalam waktu lebih 2l (dua puluh satu) hari kerja'Atasan Pejabat yang berwenang menghukum
tidak mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan pejibat yang berwenang menghukum batal
demi hukum.

Pasal 33

( I ) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7), dapat mcngajukan
banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;

(2) Ketentuan mengenai banding administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Pasal 34

a. mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 maka gajinya tetap

dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas;

b. tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 maka pembayaran

gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke l5 (lima belas) keputusan hukuman

disiplin diterima.

(2) Penentuan dapat atau tidaknya PNS melakanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a

menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan dampak terhadap

lingkungan kerja-

Pasal 35

(l) PNS yang rneninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif, diberhentikan dengan

hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

uadangan;

(2) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas:

a. keberatan, dianggap telah selesai meqjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat

sebagni PNS serta diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasnrkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

b. banding administratif, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan ditetapkannya keputusan

banding administratif.
(3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) huruf b meninggal dunia.

diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasat 36

(l) PNS yang mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum atau banding

administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaiarq tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau

kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapxannya keputussn yang mempunyai kekuatan hukum tetap:

(2) Apabila keputusan pejabat yang berwenang menghukum dibatalkan maka l'NS yang bersangkutan dapat

dipenimbangkan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji bcrkala scsuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 37

PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang

mengajukan upaya adminisratif tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.
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(l) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin:



Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 38

flukuman disiplin yang dijatuhkan oleh :

a. Pejabat Pembina Kepegawaian untukjenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2), ayat (3), dan ayat (4) hurufa, hurufb, dan hurufc;

b, Pejabat yang berwenang menghukum untukjenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (2),

mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

Pasal 39

( l) Hukuman disiplin yang dijaohkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, apabila tidak
diajukan keberatan maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setela} keputusan hukuman disiplin
diterima;

(2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, apabila diajukan

keberatan maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan atas keberatan.

Pasal 40

Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman

disiplin maka hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk
penyampaian keputusan hukuman disiplin.

Bagian Kedua
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 4l

(l) Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi

yang bersangkutan;
(2) Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (l) digunakan sebagai salah

satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

( l) Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani

oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku;
(2) Keberahn yang diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum atau banding adminisratil

kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diselesaikan sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 201 tentang Disiplin PNS beserta peraturan

pelaksanaannya;

(i) Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan

Bupati ini maka hasil pemeriksaan tetap be aku dan proses selanjutnya berlal<u ketentua;r dalam

Peraturan Bupati ini;
(a) Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakrrkarr

pemeriksaan maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
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BAB V
BERLAKI.JNYA HUKUMAN DISIPLIN

DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

I



BAI] VII
KETENTUAN PENU]UP

Pasal 43

( I ) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 10/BLK/2001

tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS diling;kungan Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota-

Bupati lnl dengan

di Slrilamak
pada I 20t0

BUP LIMA PUL KOTA,

ALISMARAJ

Diundangkar di ; Sarilamak
; 9 D$ember 2010Plda ta

S EKITET DAERAH
LIMA PULUH KOTA,K-{ B

Drs- Pd..MH.
NIP. 196l 198,103 l 006

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
'r,rHUN 2010 NOI\!OR .?9
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